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Abstract

PBB-P2 is a tax on land and/or buildings owned, and/or used by individuals or entities, except
for areas used for plantation, forestry, and mining business activities. Law no. 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Retributions (UU PDRD) which explains the tax objects of
PBB-P2 as the name suggests, namely land and buildings in urban and rural areas, such as
apartments, flats, hotels, factories, empty land, and rice field. The PDRD Law states that
these buildings also include towers. A tower is a sturdy building construction, whose function
is to support/stretch the conductor wire at a sufficient height and distance to make it safe for
humans and the surrounding environment. High Voltage Air Lines (SUTT) are means in the
air to distribute large-scale electrical power from power plants to load centers using a high
voltage of 150 kilo volts. State Electricity Company (Persero) or commonly abbreviated as
PLN, is an Indonesian State-Owned Enterprise which operates in the electricity sector. The
SUTT Tower is used by PLN to serve public interests related to electricity, so PLN is of the
opinion that the land and buildings of the SUTT Tower are not subject to PBB-P2 obligations.
On the other hand, the Regional Government (Pemda) asked PLN to pay for PBB-P2 because
towers are also included in the PDRD Law.
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Abstrak

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dan/atau dimanfaatkan
oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menjelaskan Objek pajak dari PBB-P2 sesuai
dengan namanya, yaitu bumi dan bangunan yang ada di wilayah perkotaan dan perdesaan,
seperti apartemen, rumah susun, hotel, pabrik, tanah kosong, dan sawah. UU PDRD
menyebutkan bahwa bangunan tersebut termasuk pula menara/tower. Tower adalah
konstruksi bangunan yang kokoh, berfungsi untuk menyangga/merentang kawat penghantar
dengan ketinggian dan jarak yang cukup agar aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya.
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah sarana di udara untuk menyalurkan tenaga
listrik berskala besar dari Pembangkit ke pusat-pusat beban dengan menggunakan tegangan
tinggi 150 kilo volt. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi
PLN, adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang
ketenagalistrikan. Tower SUTT digunakan oleh PLN untuk melayani kepentingan umum
terkait ketenagalistrikan, sehingga PLN berpendapat bahwa tanah dan bangunan Tower
SUTT tidak dikenakan kewajiban PBB-P2. Sebaliknya, Pemerintah Daerah (Pemda)
meminta PLN untuk membayar PBB-P2 karena fower/menara juga termasuk didalam UU
PDRD.

Kata Kunci: PBB-P2; Menara/Tower, SUTT, PLN, Pemda



PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada dasarnya diatur dalam beberapa Undang-
Undang di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
(UU) No. 12 Tahun 1985 terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengatur
semua tentang pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2. Undang-Undang (UU) No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang
menjelaskan:

a. Bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam
melakukan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sektor
pedesaan dan perkotaan (PBB-P2).

b. Bahwa pemerintah atau pusat memiliki wewenang terhadap sektor
Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB-P3).

Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD), maka Pemerintah
Daerah (dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota) harus mempersiapkan diri untuk
mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sector Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2)
Baik UU PBB maupun UU PDRD menyebutkan bahwa subjek pajak adalah orang atau
badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat
atas bumi, dan / atau memiliki, menguasai, dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Sedangkan Objek PBB P2 sebagaimana disebutkan di dalam UU PDRD adalah objek
pajak bumi dan bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran,
pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Yang dimaksudkan dengan
bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi
meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sementara itu yang
dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk dalam krieria bangunan adalah kilang,
pipa, galangan kapal, dermaga, pagar mewah, kolam renang, jalan tol dan jalan
lingkungan. UU PDRD menyebutkan bahwa bangunan tersebut termasuk pula
menara/tower. Hal ini semakin mempertegas pengenaan atas menara (seluler dan

sebagainya) yang selama ini sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.



Dalam rangka keadilan dan dalam kaitan hubungan dengan negara lain, maka

terdapat objek-objek PBB P2 yang tidak dikenakan pajak, yaitu :

1.

Objek pajak yang digunakan untk kepentingan umum di bidang ibadah, sosial,
kesehatan dan pendidikan dan kebudayaan nasional;

Kuburan dan peninggalan purbakala;

. Hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah

penggembalaan desa;

Objek pajak yang dipergunakan oleh perwakilan diplomatik / konsulat berdasarkan
asas timbal balik;

Objek yang digunakan oleh Badan/Organisasi Nasional.

Di sisi lain, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau biasa disingkat menjadi

PLN, adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang

ketenagalistrikan. Tower SUTT digunakan oleh PLN untuk melayani kepentingan umum

terkait ketenagalistrikan, sehingga PLN berpendapat bahwa tanah dan bangunan Tower
SUTT tidak dikenakan kewajiban PBB-P2, sebagaimana Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB) yang telah dikecualikan, dengan dasar sebagai berikut:

1.

3.

Pasal 85 ayat (4) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh negara untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna

kepentingan umum, merupakan salah satu objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB.

. UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum:

a. Pembangunan pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga
listrik termasuk ruang lingkup kepentingan umum.

b. Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan
Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

c. Instansi adalah lembaga negara, kemeterian dan lembaga pemerintah
nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan
Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan
khusus Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan:



a. Pemerintah menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK).

b. Penyediaan tanah dilakukan melalui pengadaan tanah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan

untuk kepentingan umum.

METODE (METHODS)

Jenis Penelitian bersifat Kualitatif dan yuridis normatif yang memandang hukum
sebagai aturan yang mengikat, melalui studi kasus dan historis yang terjadi di PT PLN
(Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Selatan 2 (PLN UPP SBS 2) saat
berkorespondensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat, Pemerintah
Daerah Kabupaten Belitung Timur, PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian
Selatan (PLN UIP SBS), PT PLN (Persero) Kantor Pusat (PLN Pusat) dan pihak-pihak
lain yang terkait. Pendekatan Penelitian bersifat Kualitatif dan pendekatan perundang-
undangan yakni semua produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, melalui data
surat-menyurat antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Sumatera Bagian Selatan
2 (PLN UPP SBS 2) saat berkorespondensi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bangka Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, PLN Unit Induk
Pembangunan Sumatera Bagian Selatan (PLN UIP SBS), PT PLN (Persero) Kantor Pusat
(PLN Pusat) dan pihak-pihak lain yang terkait, beserta peraturan perundangan yang
digunakan sebagai acuan surat. Jenis sumberdaya yang digunakan adalah berupa Undang-
Undang, Peraturan Presiden, Surat Kementerian Keuangan, Surat Pemerintah Daerah,
dan Kajian Hukum yang dijadikan acuan dalam surat. Teknik Pengumpulan Data
menggunakan studi dokumen, baik dokumen internal PLN maupun dokumen eksternal
PLN berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden, Surat Kementerian Keuangan, Surat
Pemerintah Daerah, dan Kajian Hukum. Analisis dilakukan secara preskriptif. Sifat
analisis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil
penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk
memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang

seyogyanya menurut hukum terhadap fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian.



HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Pada tahun 2021, PLN UPP SBS 2 telah meminta kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Bangka Barat untuk tidak dikenakan pembayaran PBB-P2 atas tower SUTT
PLN yang berada di daerah tersebut, dengan surat sebagai berikut:

. T # PLN

UiP SB3
LUPP SUMBAGSEL 2

Mormioe DO TWELLO 0638020000202 03 Movermher 2001
Lampirzn @ 1 Sel

Sifal | Begern

Hal : Peanchonan Pengecualian Pengenaan

Fejak Burn Dan Eangunan Perdessan Dan  Kepads -
Barkotzan (PES-P2}

rih, BUIPATI BAMNGKA BARAT
Komplak Perkantoren Tarpedu
Pemikab 3a & Baral
Jaian Deye Banu Pal4 Muniok

Menunjuk :

1. Undang-Undang domor 28 Tahun 2002 lanpgel 16 Desamber 2002 Tentang
Hangunan Gedung, i

2. Undang-Undang Momor 26 Tahun 2008 tangost 15 Soptemiper 2004 Teniang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daersh;

4. Burat Menten Keuangan Republik Indanesia Mo 3-TFHME.0T/201E tanggal 13
Seplembar 2018 paiilie Pengecualan Pengengan BPFHTE Taerkal Pengedaan
Tenah Bag Permtangunan Linluk ¥Kepentingan Wmam;

Sehubungan dengen pengurusan sartiplkal tanah fapak jower dan gardu induk oleh
PT PLM (Parserc) UIP Sumbagsel di Kantor Peranghan Bangka Barat dan terdad
pangenzan Pajek Bumi Can Banguran Perkotssn Dan Pedesaan (PEE P2) kepada
PT FLN [Fersena), dengan ini kami sampaican sebagai berikuf

1. Bakwa PT PLN {Persero) UIP Sembagsel merupakan salah saty unit PT PLW
iPeiserzt sebagal Hadan Usaha Mikk Megers (BLRN) yang mana meripakan
keganjangan langan danf Megara dalam menjplankan sehagan dan Tungsi
Megara unbuk mencapa bujuan Megara;

2 Bahwa Pembangunan SUTTSUTET yang diskeanskan oleh FT. PLN {(Peresra)
gelaku Badan Usaha Milik Megam [BUMN) adalah infrastiruktur Program
Pemerntah  dalam mengatasi krisis energl dan memanuhi Rasio Elestrilikasi
yang menpakan langgung jawak Pamerinial essuai armanab UUD 1845 yang
berujisan mencerdaskan dan mensajahierskan kehidupan bengsa

3. Bahwa Senilkast lhan lower SUTTISUTET merupakan kepeduan pendaftaran
tamah yang lermasuk Obek Pagk yang tdek dikenakan Pajak Bumi dan
Banqunan Pardessan «an Parkotsan (FEE P2), kerana tower bensebat
drgunahan samata-maia unluk melayani kepenfingan umum sesual dengan
Undang-Undang Momar 2 labun 2012 tentang Pengadsan Tanah  Sagi
Pembangunsn Untuk Kepantingsn Lenum;

4. Bahwa Tower SUTTISUTET tidak termasuk dalam kaiegor Bangunan Gedung
sesuai LW Momor 268 Tahun 2002 Teateng Bangunan Gadung, sera tdak
memanthl unsur Bangunan sasual dergan UL Mormor 28 Tahun 2008 Terdamg
Fejak dan Relribusi Caerah karena sama sokal lidat permah ditermpatl 2kase
sebagai fempat manusia melakukan kegisian;

5 Bshwa Tower SUTTVSUTET  tersebut bukan bemasuk di dsfarmn definisi
Towentdenars TekhomunikastPemansar yang didefiniafuan oleh Surat Edaran
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Gambar 1. Surat PLN UPP SBS 2 kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Sumber: Surat PLN UPP SBS 2 No.1119/KEU.01.06/C39020000/2021

Dan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat menerbitkan surat jawaban sebagai

berikut:



PEMERINTAN KABUPATEN BANGCKA BARAT

et 4 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAI
{‘-'_'5:5-'." Ramplek Perkantoran Terpadu Pemerinmib Kalwipasen Bangka Harai Diga Dang Pal d,

FlpFnw, (07160 FIZI3, emnil: bl bangkabambiseneileom, Munek 33351
.

—— m—_g
Mlimitok. &8 Mavember 2021

Momor R APIRD 2021 Foepnli
it Peating ih. gk b Sdr
Lamgiran ; | berkas
Perihal @ Tindok lanjul Pamohonan Manager Unit Felalcans Provek

Pengecualion Pengensan PR Sumsel 2

P2 PT. FLH

i
ITRPAT

Menindak Tanjuli susat dasl I PLN Unit Pelaksana Provek Sumsel 2 Nomor:
HETSWRED S G O30 M 202 | Pegibal:  Permahonan PMengecualian  Penginisan

Pajak Burni dun Bangunan Perdesaen Perkataan | PR P2, mada Bupati Bangka Borat

melalul Badun Pengeiolsan Pajak dan Retribust Dasrah memotuskan antary lain:

I Blerujuk ke UL Xomor 28 Tahun M09 Tenimy Pajak Dacrak dan Retiibis

Daecrah Pasal 85 ayal (4) serhidap perelehan hak atzs tnah dun bangunan

pleh Megam ok penvelenggarnn Pemerinighiata peelaksamuan

pembanginon kepentingan uiiidn sremany benar memapakun safab sama

ahick pasak vapg bdek dikenskas Bea Perolchpn Mpk Atas Tanah

Bupgunan { BPHTE) namun tidak dengan pongenn lerhndap Pajak

Bumi don Banguean | FEB)Y arena Pajak Bumi dan Bangunan (PB3

meripakan schuab biiya yang horus diserorkan atas keberaidian tmnah

dun bangunan wang membenkan keuntuogon dun kedudukan sosial

ehongme bl seseorang alzepun badan, Korens Pajak. Bumd dan

Barguinan (PTMR) bersifat kebendaan, maka besaran meifoya diteniukom

dari kendann objek bunu ataw bavpunan yung ado. Denpan kata Juin

dart subjek Fajak Bumi dun Bangunan (subick PBE) merupakan orang

pribadi ateu badun yang seenra suh dun nyata memiliki hak ates bumi,

memperolel pranfainye, memiliki don mengusssd bangunan wersebl,

Serln merasakan manfaaiova dan uniuk penetapan Nilni Objek Pajuknya
[ MNEHTY d atr wlch Dasrah



# PBerdasarkan Peraturn Bupati Rangka Rarat Nomor 63 Tahun 2020 vang
kemudian di ubal i Peraturan Bupas Bangka Barar Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Sisem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Asas Tuanuh
dan Bangunan Secare Ondine wrhadap SSPT) BPHIB  yang  sudah
diterbitkan dengen ketetapan nihild Bp. O S5PD tersebut buru akan di
verifikasi dan diregister i Pidang Penagibun. Keberatan dan Pemeriksann
apabila plutang PBB P2 erhadap Objek Pajak lersebut sudh Siluniskan
sampai dempan thun beralan. Makarwajib pajak dadam hal imi PT. PL
harus tedebih dahuly menvelesaikan pembayaran/pivtang PBB P2 nya
terlebih  dabulu sebelum berkss SSPTY BPHTE i undatangani  dan
diregister oleh pejabat vang ditunjuk di bidang Penagihan, Keboratn dan
Pemenksaan Badun Pengelolaan Pajak don Retrtbust [aerah Babupalen
Aangka Barat,

3. Untgk pembayaran PBB P2 dapat dizetor ke Kasda Bangka DBaral dengan
Mo ek 162-20000- 16

Demikiantah  dissmpaikan agar dapar ditinduk lonjuri sebagaimana mestinya,

atps perhation dan kerjasamanyva diucaplkan werina kasin,

% HE[\'I.:EMTE,,EE.':I'.. M.Eng
Pembind TK. T
“aIE [9761021 200212 1004

Gambar 2. Surat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat kepada PLN UPP SBS 2
Sumber: Surat Pemerintah Kabupaten Bangka Barat N0.970/544/BP2RD/2021

Pemda Kabupaten Bangka Barat beranggapan bahwa tower SUTT PLN termasuk
dalam definisi Menara berdasarkan pasal 77 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), sebagai berikut:



Pasal 77

(1} Ohjek Pojok Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perlootaan
adaloh Bumi den/atau Bangunasn vang dimilikd, dikoasad,
donfatau dimanfaatkan oleh oreng pribadi alau Baden,
kecuali kawason vang digunaken untulk kestaton usabsas
perkebunan, perhutanan, dan portambangan.

(2} Termazuk dalam pengertian Bangunan adalah:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya,
yang meripakan suatu kesatuan dengan kompleks
Banpunsn terssbut;

b. jalan . ..

- 40 -

jalamn tol;

kolam renang;

pagar mewaly;

tempat olahraga;

palanzgan kepal, dermegn;

taman mewsakh;

tempat penampungan/kilang minyvak, air dan  gas,
pipa minyvak; dan

TRCTIATE.

SE e AN

-
'

Gambar 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah
Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009



Sedangkan, di ayat (3) objek tidak dikenakan PBB-P2 bila digunakan untuk
Kepentingan Umum dan tidak untuk memperoleh keuntungan yang telah dijelaskan di
bagian penjelasan Undang-Undang berikut:

3} Oljek Pajak vang tidak dikepakao Pajak Bume  dan
Banpunan Pordesaan dan Perkooasn sdalah objck pajak
YANE

a.  dipuneksn  cleh  Pemcrintah  dan Dasrah  woouk
prnyslenEmTann pemerintahong

b, digunakan semata-mata uotok melayan: kepentngan
urmam €i bidang ibadah, =csial, keschatan, pondidikan
dan kehudmvnan nasinnnl, yanpg tdale dimaksadken
untuk e peroled keuntongaen;

o, dipunakan untuk kuburan, peninggalan pucbakala,
atan vang agjenis dengsn itu;

. merapalian bhotan lindoung, hatan suaka alam, huatan
wizgala, taman nasional, tasah penggembalaan vang
dilcnszai oleh deze. dan tanah negars yang bebom
dihebami suata hak;

e, digunalkean oleb perwakilan diplomalik dan konsulat
berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

£ dpumakan oleh  badan  atsu perwabdlan lembaga
internasionsl  wvang  ditctapkan dengan Peraturan

Kenter Kenangan.

Pasnl 77
Awat | 1)
Yeng dirmaksud dengan “kewasan” adolah osernoa tenah dan
bangorEn yamnme digunskan . oleh perosshoaan perkebunan,
perhutanen, dan pertombongan di tonah vong diber hok gpunn
usahn perkebunan, tenah yang diber hak peograsaheoen huton dan
tamab voang mengjadi wilayvah usaha pertacnbangan.

Sxal [2)
Cukp jelas

Spal |30
Hurud &
Cukup jelas,

Hurf b

Yang  dimakaud  dengan “rdek dimaksudian unmak
memporoleh Zeuntungan”  adalaly babwa objck  pajak it
divgahakan untuk mclayand Eepentngan wmam, dan nyata-
rpate tidak ditamilkan untuk menecard keantungan, Hal iai
dapat diketahui anrars lain dari anggaran draar dan angmaran
mameh tAngga dari yawvesandhedan fang bergemalk delam
hidang  ihedrh, snsial,  lkesehaman,  pendidilten,  dan
keondayaan naswensl  terscbur, Termesuk  pengertian ind
adalalh huran wisata mililk negara sesual dengan ketentian
perrbzran perandeng-undenman.

Gambar 4. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah
Sumber: Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
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Sebagai data tambahan dan sebagai bahan pembanding, Pemerintah telah
mengecualikan kewajiban pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), melalui surat dari Kementerian Keuangan sebagai berikut:

Momce P BT TIMIOTIA016 I3  September 2016
Sifad . Segera
Hal ! Pengecuakan Pengenaan BFHTE  Terkait

Fengadaan Tanah bagi Pembangunan  Untuk
Kapantingan Umum

Yih. Diraktur Ltama BT, LN (Pasgasra)
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor 0277/HKM 01.01/Din/2016 tanggal 10 Jun|
2018 hal fersebut di atas. dengan ini disampaikan:

1. Berdasarkan Pasal B5 ayst {4) huruf b UL Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, perolehan hak atas fanah dan bengunan  obeh negara  uniuk
penyelenggaraan  pemerintehan  dan’stau untuk  pelaksanaan pembangunan guna
kepentingan umum, merupakan sakh salu objek pajak yang tidak dikenakan BRPHTH

2. Berdasarkan UU Momor 2 Tahun 2012 tentang Pengadasn Tanah Bagl Pembangunsn

Limuk Kepentingan Umum:;

a. Pembangunan pembangxi, transmisi gardu, paringan, dan distribusi temaga lstrik
termasuk ruang lngkug kepentngan umum;

b, Pengadaan Tanah untuk Kepantingan Umum disslenggarakan sesuai dengan Rencana
Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah,

. Inslansi adalsh lembage negara, kementerian  dan  lembaga pemerintah
nonkementefian, pemenntah provins, pemerintah kabupatenfcota, dan Badan Hukuam
Milik Megara/Badan Usaha Milik Megara yang mendapal penugasan khusus
Pamerintah,

3. Berdazarkan Peraleran Presiden Republik Indonesia Momor 4 Tahun 2046 tentang
FPercepsatan Pembangunan Infrastrukiur Ketenagalisirikan
a, Pemeanniah  menugaskan  kepada PT. PLN  (Persemo)  uniuk  melakzanakan
Fembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (FIK)
b. Peanyadiaan tanah dilakukan melalui pengadaan tanah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunsan untuk kepentingan
LIFTILATY.
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4. Behubungan hal fersebul di atas, pangadasn tanabh oleh T, PLM {Parsaro) sepanjang
digunakan unfuk pembangunan pembangkd, transmisi, gardu, jaringan, dan disinbes)
teraaga listrik, tidak dikenakan BPHTE sebagaimana dimakswd dalam WU Momor 28 Tahun
2004

Demikin kaml sampaian, stas perhatian Sswdara divcapkan tenma kasih

" _H_@T!‘l.u:"-‘-ﬁg.?uangan.
f .. -
. | |
-._;-

Pt

Sni PM'é.lEni;lndmwab}

Tembusan:

Carsktur Jenderal Parimbangan Besangan

Gambar 5. Surat Kementerian Keuangan kepada PLN Pusat
Sumber: Surat Kementerian Keuangan No.S-773/MK.07/2016

SIMPULAN DAN SARAN (CONCLUSION AND SUGGESTION)
Menganalisis dokumen-dokumen sebagaimana telah tersebut diatas:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pembangunan

Infrastruktur Ketenagalistrikan

12



5. Surat Kementerian Keuangan No.S-773/MK.07/2016 perihal Pengecualian
Pengenaan BPHTB Terkait Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum

Maka dapat disimpulkan bahwa, seharusnya PBB-P2 tidak dikenakan kepada tower

SUTT PLN, karena tower tersebut untuk kepentingan umum dan tidak untuk memperoleh

keuntungan. Sebagai saran, sebaiknya dijelaskan lebih rinci terkait definisi menara yang

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah. Karena tanpa penjelasan definisi menara yang rinci, menimbulkan

dualisme pengertian hukum bagi pihak-pihak yang terkait.
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